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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 125 perusahaan dengan periode 
pengamatan selama tiga tahun, yaitu 2021 hingga 2023. Berdasarkan metode purposive 
sampling, diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan yang memenuhi kriteria. Metode analisis 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 
Sebaliknya, regulasi pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengungkapan CSR oleh perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun faktor 
internal seperti skala usaha dan kinerja keuangan tidak mendorong perusahaan untuk 
mengungkapkan kegiatan CSR secara luas, keberadaan regulasi yang mengikat dari pemerintah 
menjadi pendorong utama dalam mendorong keterbukaan informasi sosial perusahaan kepada 
publik.Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam 
mendorong tanggung jawab sosial perusahaan melalui peraturan yang tegas dan mengikat. 

Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah terus memperkuat 
regulasi CSR dan melakukan pengawasan terhadap implementasinya, sementara perusahaan 
disarankan untuk tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga menyadari pentingnya CSR 
sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun citra dan keberlanjutan usaha. 

Kata Kunci:  Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Regulasi Pemerintah, CSR, Pengungkapan,   
Perusahaan Manufaktur 

 
Abstract: This study aims to analyze the effect of company size, profitability, and government regulation 
on Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure in manufacturing companies in the goods and 
consumer sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population in this study was 125 
companies with an observation period of three years, namely 2021 to 2023. Based on the purposive 
sampling method, a sample of 45 companies that met the criteria was obtained. The analysis method used 
was multiple linear regression. The results of the study showed that company size and profitability did 
not have a significant effect on CSR disclosure. On the other hand, government regulation was shown to 
have a significant effect on the level of CSR disclosure by companies. This finding indicates that although 
internal factors such as business scale and financial performance do not encourage companies to disclose 
CSR activities widely, the existence of binding regulations from the government is the main driver in 
encouraging the disclosure of corporate social information to the public. The conclusion of this study 
emphasizes the importance of the government's role in encouraging corporate social responsibility 
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through strict and binding regulations. Therefore, the suggestion that can be given is for the government 
to continue to strengthen CSR regulations and supervise their implementation, while companies are 
advised not only to comply with regulations, but also to realize the importance of CSR as part of a long-
term strategy in building business image and sustainability. 
 
Keywords: Company Size, Profitability, Government Regulation, CSR, Disclosure, Manufacturing 

Companies 
 

PENDAHULUAN 
Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi pilar penting dalam praktik 

bisnis modern di tingkat global. Setiap perusahaan di seluruh dunia diharapkan tidak 
hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga berkontribusi aktif terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. CSR kini dianggap sebagai bagian integral 
dari strategi bisnis berkelanjutan yang dapat meningkatkan reputasi merek, menarik 
minat investor, dan membangun loyalitas pelanggan. Dengan meningkatnya 
kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, perusahaan yang 
menerapkan praktik CSR yang efektif cenderung memiliki keunggulan kompetitif dan 
signifikan (Judijanto et al., 2024). 

Namun demikian, penerapan CSR tidak bersifat seragam di semua sektor 
industri. Tingkat urgensi, bentuk pelaporan, hingga dampaknya terhadap publik 
sangat dipengaruhi oleh karakteristik sektor masing-masing. Salah satu sektor yang 
memiliki keterkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sektor 
manufaktur, terutama sub-sektor barang dan konsumsi. Hal ini disebabkan oleh posisi 
strategis sektor tersebut yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai 
konsumen, serta intensitas penggunaan sumber daya alam dan produksi limbah yang 
tinggi, sehingga mendorong ekspektasi publik yang lebih besar terhadap transparansi 
dan akuntabilitas sosial perusahaan. 

Di banyak negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, Corporate 
Social Responsibility (CSR) dipandang penting seiring dengan pertumbuhan sektor 
manufaktur yang pesat. Banyak perusahaan di Indonesia menyadari bahwa 
keterlibatan dalam inisiatif sosial dan lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi 
masyarakat, tetapi juga berdampak positif pada kinerja keuangan. Penerapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang relevan dan efektif dapat membantu perusahaan 
membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan dan 
meningkatkan legitimasi mereka di masyarakat (Judijanto et al., 2024). 

Penelitian oleh Hunafah et al. (2022) menegaskan bahwa keterlibatan dalam 
inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat meningkatkan loyalitas 
pelanggan dan menarik investasi. Dengan demikian, pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tetapi juga strategi bisnis 
yang dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk 
memahami faktor-faktor yang berperan dalam pengungkapan CSR, seperti ukuran 
perusahaan,  faktor ini sering kali menjadi fokus utama dalam penelitian terkait CSR.  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang sering diteliti 
dalam konteks pengaruhnya terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR). Penelitian oleh Lutvia Istiqomah et al. (2022) perusahaan berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan CSR, yang berimplikasi bahwa perusahaan yang lebih besar 
cenderung lebih transparan dalam pelaporan tanggung jawab sosialnya. Hasil ini 
sejalan dengan penelitian Ocin (2021), yang juga menemukan bahwa ukuran 
perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan CSR, menggarisbawahi 
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pentingnya ukuran dalam mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab 
secara sosial. 

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Apriyeni et al., 2024) memberikan 
pandangan berbeda, di mana mereka menemukan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun ukuran perusahaan mungkin diharapkan berkontribusi pada peningkatan 
pengungkapan, dalam beberapa kasus, hal tersebut tidak selalu terjadi. Pendapat 
tersebut; juga dipertegas oleh penelitian (Yusuf Afrizal, 2024), yang menyatakan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini 
menantang asumsi umum bahwa perusahaan yang lebih besar selalu lebih baik dalam 
hal transparansi sosial, dan menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mungkin 
berperan dalam menentukan tingkat pengungkapan CSR. Meskipun perusahaan besar 
memiliki kapasitas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, mereka mungkin juga 
terjebak dalam prioritas jangka pendek yang mengabaikan kepentingan pemangku 
kepentingan. 

Penelitian oleh Lutvia Istiqomah et al., (2022) dan Ocin (2021) menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Temuan ini 
sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar 
memiliki lebih banyak pemangku kepentingan yang harus dipertimbangkan, sehingga 
mereka cenderung lebih transparan dalam melaporkan tanggung jawab sosial mereka. 
Selain ukuran perusahaan,  profitabilitas juga termasuk variabel penting yang 
menunjukkan saling keterkaitan dan penting. Dalam konteks penelitian yang 
dilakukan oleh Lutvia Istiqomah et al. (2022) ukuran perusahaan diukur melalui total 
aset atau penjualan, sedangkan profitabilitas diukur menggunakan rasio laba bersih 
terhadap total aset. 

Profitabilitas juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan yang lebih 
menguntungkan cenderung lebih aktif dalam mengungkapkan informasi Corporate 
Social Responsibility (CSR). Hal ini sejalan dengan teori bahwa perusahaan yang 
memiliki kinerja keuangan yang baik akan lebih mampu berinvestasi dalam kegiatan 
Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan yang menguntungkan memiliki 
fleksibilitas untuk mendanai proyek-proyek sosial dan lingkungan yang dapat 
memberikan dampak positif jangka panjang. Namun, terdapat kesenjangan dalam 
penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak selalu 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
(Malisa et al., 2022). 

Seperti yang ditemukan oleh Cahyani & Hariyono (2023) Penelitian ini 
menunjukkan bahwa perusahaan yang kurang menguntungkan mungkin masih 
berkomitmen untuk melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka, meskipun dalam skala yang lebih 
kecil. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami 
hubungan yang kompleks antara profitabilitas dan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Penelitian Ali et al. (2021) dan Y. R. Putri & Yuliandhari (2020), 
sementara menunjukkan hasil negatif. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan 
antara profitabilitas dan pengungkapan CSR, di mana pengaruh profitabilitas mungkin 
dipengaruhi oleh konteks industri dan faktor-faktor eksternal lainnya. 

Regulasi pemerintah juga memainkan peran penting dalam pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang 
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Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, juga memainkan peran penting dalam 
mendorong pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Regulasi ini 
diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan untuk 
mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dalam mengelola dampak sosial dan 
lingkungan (Siddiqui et al., 2023). Namun, implementasi regulasi ini masih 
menghadapi tantangan, seperti kurangnya mekanisme pengawasan dan sanksi yang 
tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan (Wijayanti & 
Hidayatullah, 2022). Penelitian sebelumnya oleh Setiawan et al. (2023) menunjukkan 
bahwa kepatuhan terhadap regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor 
manufaktur hanya mencapai 70%, jauh di bawah harapan pemerintah. Rendahnya 
tingkat kepatuhan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ada, banyak perusahaan 
masih belum sepenuhnya memahami. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut 
diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi ini efektif dalam mendorong 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 
TINJAUAN LITERATUR 
Teori Stakeholder  

Freeman (1984) menciptakan teori stakeholder, yang menggambarkan seorang 
atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk diperlakukan oleh pencapaian 
tujuan tertentu. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya organisasi yang 
bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat 
kepada semua pihak yang terlibat. Tujuan utama teori ini adalah untuk membantu 
perusahaan dalam mencapai tujuan yang di inginkannya (Maulana et al., 2023). 

Teori stakeholder digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini. Menurut 
teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertindak untuk kepentingannya sendiri. 
Sebaliknya, Perusahaan harus membantu para pemegang sahamnya. Oleh karena itu, 
kontribusi yang diberikan oleh para stakeholder kepada semua perusahaan sangat 
mempengaruhi keberadaan perusahaan tersebut (Iznillah & Rasuli, 2024), 
mengungkapkan bahwa keberlanjutan hidup bisnis bergantung pada dukungan 
stakeholder. Oleh karena itu, perusahaan harus aktif mencari dukungan stakeholder. 
Dengan stakeholder yang lebih kuat, perusahaan lebih siap untuk menyesuaikan diri. 
Peningkatan sosial dianggap sebagai bagian dari interaksi perusahaan dengan 
stakeholder mereka. 
Teori Legitimasi 

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan perlu mendapatkan penerimaan 
dari masyarakat untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara efektif. Konsep ini 
berakar pada kontrak sosial antara perusahaan dan  masyarakat, yang mengharuskan 
perusahaan untuk mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku. Dowling, J., & 
Pfeffer (1975) menekankan pentingnya keselarasan antara aktivitas organisasi dengan 
harapan masyarakat untuk memperoleh legitimasi, yang dapat meningkatkan 
keberlangsungan hidup perusahaan.  

Dalam konteks pengungkapan tanggung jawab sosial, teori legitimasi 
menunjukkan bahwa perusahaan harus transparan dalam operasionalnya agar dapat 
mempertahankan legitimasi di mata publik. Gray, R., Kouhy, R., & Lavers (1996) 
berpendapat bahwa legitimasi berfungsi sebagai sistem pengelolaan yang berorientasi 
pada kepentingan masyarakat, sehingga pengungkapan informasi sosial dan 
lingkungan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. 
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Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Wahyuni, D., & Husaini (2022) mendefinisikan CSR sebagai komitmen 

berkelanjutan perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil 
meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat. Pratiwi, R. 
D., & Chariri (2021) menjelaskan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan 
terhadap dampak aktivitasnya pada masyarakat dan lingkungan. Dalam penelitian ini, 
indikator pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu pada pedoman 
Global Reporting Initiative (GRI) versi 4 atau GRI G4, yang merupakan standar 
internasional dalam pelaporan keberlanjutan. GRI G4 digunakan untuk menilai sejauh 
mana perusahaan mengungkapkan informasi mengenai aspek ekonomi, lingkungan, 
dan sosial secara transparan dan sistematis. Hal ini selaras dengan definisi CSR yang 
dikemukakan oleh Wahyuni dan Husaini (2022), yang menekankan pentingnya 
kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas 
hidup masyarakat. Selain itu, Pratiwi dan Chariri (2021) menegaskan bahwa CSR 
merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak aktivitasnya terhadap 
masyarakat dan lingkungan, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip-prinsip 
yang diatur dalam GRI G4. Dengan demikian, penggunaan indeks GRI G4 dalam 
penelitian ini memungkinkan penilaian yang lebih objektif dan terukur terhadap 
tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan. 
Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu 
entitnas bisnis yang dapat diukur dengan berbagai cara, seperti total aset, total 
penjualan, jumlah karyawan, dan nilai kapitalisasi pasar. Menurut Siti Nuridah et al. 
(2023) dalam penelitiannya, ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan 
perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan bisnis. 
Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki akses yang lebih baik 
ke pasar modal, sumber daya manusia yang lebih berkualitas, dan sistem manajemen 
yang lebih terstruktur. Indikator ukuran perusahaan umunya mencakup total asset 
seperti mengukur total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, menggambarkan 
volume penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan, dan menunjukkkan kapasitas 
sumber daya manusia dalam perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan 
dengan menggunakan logaritma natural dari total asset atau total penjualan, yang 
menunjukkan bahwa semakin besar asset atau penjualan, semakin baik kemampuan 
investasi dan profitabilitas perusahaan (Nurmansyah et al., 2023). Ukuran perusahaan 
diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Pendekatan ini 
diadopsi berdasarkan penelitian (Ramadhan & Ernaya, 2023). Indikator ukuran 
perusahaan adalah sebagai berikut: 

Rumus: Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 
Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 
aktivitas operasionalnya. Menurut Awliya (2022), profitabiilitas mencerminkan 
kekuatan perusahaan dalam memperoleh kuntungan dari penjualan, total asset, atau 
modal yang dimiliki selama periode tertentu. Rasio profitabilitas diigunakan untuk 
menilai efektivitas manajemen secara keseluruhan, yang ditunjukkan oleh tingkat 
keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. 
Dengan demikian, profitabilitas menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kinerja 
keuangan perusahaan dan potensi perumbuhan di masa depan. Pada penelitian ini 
pengukuran profitabilitas menggunakan rasio Return On Assets (ROA). Return on 
Assets (ROA) dipilih sebagai rasio profitabilitas yang paling tepat dalam mengukur 
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kinerja perusahaan karena ROA memberikan gambaran menyeluruh tentang efisiensi 
manajemen dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan untuk 
menghasilkan laba. Dibandingkan dengan rasio profitabilitas lain seperti Return on 
Equity (ROE) atau Net Profit Margin (NPM), ROA bersifat lebih objektif karena tidak 
dipengaruhi oleh struktur modal atau kebijakan pembiayaan perusahaan (misalnya 
utang atau ekuitas). ROA memperhitungkan keseluruhan aset—baik yang berasal dari 
modal sendiri maupun dari pinjaman—sehingga lebih mencerminkan kemampuan riil 
perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Hal ini sangat relevan dalam konteks 
penelitian terhadap perusahaan terbuka yang memiliki karakteristik aset dan skala 
usaha yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ROA menjadi pilihan yang lebih unggul 
untuk menilai kinerja keuangan dalam hubungannya dengan pengungkapan CSR, 
karena dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menciptakan nilai 
ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab (Pamungkas & 
Winarsih, 2020; Shenurti et al., 2022). Rumus dari perhitungan ROA adalah sebagai 
berikut 

Rumus:                  
             

          
 𝑋 100 

Regulasi Pemerintah 
Regulasi pemerintah merupakan proses yang melibatkan penyusunan, 

implementasi, dan penegakan peraturaturan oleh Lembaga Pemerintah untuk 
mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menjaga 
ketertiban dan keamanan publik serta mencakup berbagai aspek. Penelitian 
menunjukkan bahwa regulasi yang berkualitas sangat penting untuk mendukung 
efektivitas sangat penting untuk mendukung efektivitas pemerintahan (Silalahi, 2020). 
Dalam penelitian ini, regulasi diukur secara dummy, yaitu nilai 1 jika perusahaan 
tunduk pada peraturan terkait CSR, seperti Undang-Undang atau regulasi khusus 
sektor tertentu, dan 0 jika tidak. Regulasi ini berperan penting dalam mendorong 
transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan (Ghozali, I., & Chariri, 2020). 

METODE 
Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijangkau dengan 

melakukan penelusuran di website resmi www.idx.com dengan menggunakan annual 
report guna mendapatkan data laporan tahunan pada periode tahun 2021 hingga 2023. 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Ahyar, M., Sari, D., & Rahman (2020). 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2021-2023. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memeiliki 
pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu didalam pengambilan sampelnya 
(Sugiyono, 2016). Sampel yang diperoleh setelah proses sortir berdasarka kriteria 
sampel yakni terdapat 45 perusahaan selama 3 tahun. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif 
kausal, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sekaligus menguji pengaruh 
kausal antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan ini 
memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi adanya hubungan 
statistik antara variabel-variabel yang diteliti, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh 
mana perubahan pada variabel independen seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, 
dan regulasi pemerintah dapat memengaruhi tingkat pengungkapan Corporate Social 
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Responsibility (CSR) sebagai variabel dependen. Dengan menggunakan metode ini, 
hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai faktor-faktor determinan pengungkapan CSR dalam konteks perusahaan 
publik di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi 
linier berganda, yang sebelumnya didahului dengan beberapa uji diantaranya adalah 
uji normalitas, uji multikolinieritas, heterosedastisitas, autokorelasi, baru kemudian 
dilajutkan dengan uji hipotesis yakni uji F dan uji t. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian deskripsi data ini berisi tentang ulasan analisa dari hasil rekapitulasi data 

sekunder berbentuk Annual Report dan Sustainability Report Perusahaan Sektor 
Konsumsi yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kemudian dilakukan 
rekapitulasi data sesuai dengan vaiabel dan proxy yang telah ditetapkan pada bab 
sebalumnya. Deskripsi selengkapnya sebagai berikut: 

Tabel 1 
Uji Descriptive Statistic Variabel Ukuran Perusahaan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ukuran Perusahaan 135 25,720 32,860 29,19956 1,541495 
Valid N (listwise) 135     

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai ukuran perusahaan sektor 

konsumsi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan nilai terbesar adalah 
sebesar 32,860, dan ukuran perusahaan terendah adalah 25,720. Kemudian nilai rata-
rata ukuran perusahaan dari perusahaan sektor konsumsi adalah sebesar 29,199. Hal 
ini dapat disebabkan oleh beragamnya struktur subsektor dalam industri konsumsi, 
seperti makanan dan minuman, ritel, farmasi, dan barang konsumsi lainnya, yang 
memiliki karakteristik aset dan kebutuhan modal yang berbeda. Perusahaan dengan 
aset besar umumnya merupakan entitas yang sudah lama berdiri, memiliki tingkat 
kapitalisasi yang tinggi, serta menerapkan strategi ekspansi agresif, baik melalui 
pembukaan cabang maupun diversifikasi usaha. Sementara itu, perusahaan dengan 
ukuran lebih kecil kemungkinan masih berada pada tahap pengembangan, 
menerapkan strategi yang lebih konservatif, atau beroperasi dalam ceruk pasar yang 
sempit. Selain itu, akses terhadap sumber pendanaan eksternal dan tingkat 
kepercayaan pasar juga turut memengaruhi kemampuan perusahaan dalam 
meningkatkan ukuran asetnya. Oleh karena itu, variasi nilai ukuran ini merupakan 
konsekuensi logis dari perbedaan model bisnis, usia perusahaan, dan strategi 
pertumbuhan masing-masing entitas dalam sektor konsumsi. 

Tabel 2 
Uji Descriptive Statistic Variabel Profitabilitas (ROA) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 135 -20,240 94,360 8,35059 11,031930 
Valid N (listwise) 135     

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa profitabilitas perusahaan sektor 

konsumsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan tingkat variabilitas 
yang cukup tinggi, dengan nilai Return on Assets (ROA) tertinggi mencapai 94,360 dan 
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nilai terendah sebesar -20,240. Adapun nilai rata-rata profitabilitas atau ROA berada 
pada angka 8,350. Rentang nilai ini mencerminkan adanya kesenjangan yang 
signifikan dalam kinerja keuangan antar perusahaan dalam sektor konsumsi, yang 
dapat dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Perusahaan dengan 
ROA tinggi umumnya mampu memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki untuk 
menghasilkan laba secara optimal. Hal ini biasanya ditopang oleh efisiensi operasional 
yang baik, pengelolaan biaya yang efektif, serta strategi bisnis yang tepat sasaran 
seperti inovasi produk, ekspansi pasar, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung 
produktivitas. 

Tabel 3 
Uji Descriptive Statistic Variabel Regulasi Pemeritah (X3) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Regulasi Pemerintah 135 0 1 ,90 ,306 

Valid N (listwise) 135     

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai kepatuhan terhadap Regulasi 

Pemeritah yang dari perusahaan sektor konsumsi yang dijadikan sampel dalam 
penelitian ini dengan nilai terbesar adalah sebesar 1, dan regulasi terendah adalah 0. 
Kemudian nilai rata-rata regulasi pemerintah dari perusahaan sektor konsumsi adalah 
sebesar 0,90. Kecenderungan dari perusahaan sektor konsumsi ini adalah patuh 
terhadap regulasi pemerintah terkait dengan pengungkapan CSR. Angka ini 
mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan telah berupaya untuk mengikuti 
ketentuan peraturan pemerintah yang mewajibkan pelaporan aktivitas CSR sebagai 
bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 

Tabel 4 
Uji Descriptive Statistic Variabel Corporate Social Responsibility Indeks (Indeks GRI) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 135 ,319 ,890 ,69862 ,111963 
Valid N (listwise) 135     

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai Corporate Social Responsibility 

Indeks dari perusahaan sektor konsumsi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 
dengan nilai terbesar adalah sebesar 0,890, dan nilai Corporate Social Responsibility 
Indeks terendah adalah 0,319. Kemudian nilai rata-rata Corporate Social Responsibility 
Indeks dari perusahaan sektor konsumsi adalah sebesar 0,698. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara umum, perusahaan-perusahaan dalam sektor konsumsi telah memiliki 
tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang cukup tinggi, meskipun masih 
terdapat perbedaan signifikan antarperusahaan dalam hal sejauh mana mereka 
melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR. Nilai tertinggi yang mendekati 
angka maksimum 1,0 mencerminkan adanya perusahaan yang hampir sepenuhnya 
mengungkapkan aspek-aspek tanggung jawab sosial sesuai indikator yang digunakan, 
baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. 

Setelah mendeskripsikan kondisi masing-masing variabel, maka selanjutnya 
akan di jabarkan temuan hasil penelitian secara statistik, selengkapnya sebagai berikut: 
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                  Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 

Gambar 1 
Normality p-p plots 

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa sebaran data residual tampak 
mengikuti pola yang menyebar secara simetris di sekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa data residual dari model regresi 
menyebar mendekati garis normal, yang berarti asumsi normalitas residual dalam 
analisis regresi telah terpenuhi. Asumsi normalitas merupakan salah satu syarat 
penting dalam regresi linier klasik, terutama untuk memastikan validitas pengujian 
hipotesis yang menggunakan uji parametrik. Dengan terpenuhinya asumsi ini, maka 
model regresi dapat dikatakan memiliki distribusi error yang normal, sehingga 
interpretasi terhadap koefisien regresi dan signifikansi statistik menjadi lebih dapat 
diandalkan. 

Tabel 5 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) ,400 ,127   

Ukuran Perusahaan ,002 ,004 ,964 1,037 

Profitabilitas ,000 ,001 1,000 1,000 

Regulasi Pemerintah ,280 ,021 ,965 1,037 

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, 

maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian ini dan 
dapat dilanjutkan pada penelitian selanjutnya. 
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Tabel 6 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

 
Unstandardized 

Residual 
Ukuran 

Perusahaan Profitabilitas 
Regulasi 

Pemerintah 

Spearman's 
rho 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,005 ,036 -,002 

Sig. (2-tailed) . ,957 ,676 ,983 

N 135 135 135 135 

Ukuran Perusahaan Correlation 
Coefficient 

,005 1,000 ,138 -,175* 

Sig. (2-tailed) ,957 . ,111 ,043 

N 135 135 135 135 

Profitabilitas Correlation 
Coefficient 

,036 ,138 1,000 -,039 

Sig. (2-tailed) ,676 ,111 . ,656 

N 135 135 135 135 

Regulasi Pemerintah Correlation 
Coefficient 

-,002 -,175* -,039 1,000 

Sig. (2-tailed) ,983 ,043 ,656 . 

N 135 135 135 135 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing 

variabel bebas dalam uji heteroskedastisitas berada di atas batas kritis yang umum 
digunakan, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara residual dengan variabel independen, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami permasalahan 
heteroskedastisitas. Dengan kata lain, varians dari residual atau galat model regresi 
bersifat konstan (homoskedastis), yang merupakan salah satu asumsi penting dalam 
regresi linier klasik. Terpenuhinya asumsi ini menunjukkan bahwa model yang 
digunakan dalam penelitian bersifat stabil dan tidak bias dalam estimasi parameter, 
sehingga hasil uji signifikansi dan koefisien regresi dapat diinterpretasikan dengan 
lebih valid dan akurat. Oleh karena itu, model regresi yang telah diuji dapat 
dinyatakan lolos dari asumsi heteroskedastisitas dan selanjutnya layak untuk 
diteruskan pada pengujian asumsi klasik berikutnya seperti uji multikolinearitas atau 
uji autokorelasi. 

Tabel 7 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson 

1 ,763a ,582 ,572 1,866 

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan Tabel 7, nilai Durbin-Watson (DW) hitung dalam penelitian ini 

adalah sebesar 1,866. Untuk menilai apakah terdapat autokorelasi dalam model 
regresi, hasil ini dibandingkan dengan nilai batas bawah (dl) sebesar 1,623 dan batas 
atas (du) sebesar 1,741, serta nilai 4 – dl sebesar 2,377 dan 4 – du sebesar 2,259. Karena 
nilai DW hitung berada di antara batas atas (du = 1,741) dan 4 – du (2,259), maka dapat 
disimpulkan bahwa model regresi ini berada dalam wilayah no decision atau wilayah 
ketidakpastian menurut kriteria Durbin-Watson. Meskipun demikian, karena nilai DW 
tidak berada di bawah dl maupun di atas 4 – dl, maka secara umum tidak ditemukan 
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indikasi kuat adanya autokorelasi positif maupun negatif dalam data. Oleh karena itu, 
untuk kepentingan keberlanjutan pengujian asumsi klasik, model regresi ini tetap 
dianggap bebas dari masalah autokorelasi. Hal ini penting agar hasil estimasi koefisien 
regresi tetap efisien dan tidak menyesatkan dalam penarikan kesimpulan atas 
hubungan antar variabel. 

Tabel 8 
Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,978 3 ,326 60,791 ,000b 

Residual ,702 131 ,005   

Total 1,680 134    

a. Dependent Variable: CSR 
b. Predictors: (Constant), Regulasi Pemerintah, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan tabel 8 yang menunjukkan output SPSS “Anova” di atas diketahui 

nilai Signifikansi (Sig) adalah sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis diterima atau dengan kata lain Ukuran Perusahaan (X1), ROA (X2), dan 
Peraturan Pemerintah (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
Pengungkapan CSR (Y). 

Tabel 9 
Hasil Koefisien Determinasi (RSquare) 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,763a ,582 ,572 

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa Berdasarkan tabel output SPSS 

“Model Summary” di atas, diketahui nilai koefisien determinasi/RSquare adalah 0,582 
atau sama dengan 58,2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Ukuran 
perusahaan (X1), ROA (X2), dan Peraturan Pemerintah (X3) secara simultan (bersama-
sama) berpengaruh terhadap variabel Pengungkapan CSR (Y) sebesar 58,2%. 
Sedangkan sisanya (100% - 58,2% = 31,8%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. 

Tabel 10 
Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,400 ,127  3,147 ,002 

Ukuran Perusahaan ,002 ,004 ,021 ,373 ,710 

Profitabilitas ,00022 ,001 ,021 ,376 ,707 

Regulasi 
Pemerintah 

,280 ,021 ,766 13,323 ,000 

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 
Berdasarkan tabel di atas, maka pengaruh setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat adalah sebagai berikut : 
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1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah ukuran perusahan (X1) berpengaruh 
positif terhadap pengungkapan CSR (Y). Berdasarkan tabel output SPSS 
“Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel ukuran perusahaan 
adalah sebesar 0,373. Karena nilai Sig. 0,710 > probabilitas 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima. Artinya tidak ada pengaruh 
signifikan antara ukuran perusahaan (X1) terhadap CSR (Y). 

2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ROA (X2) berpengaruh positif terhadap 
CSR (Y). Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai 
Signifikansi (Sig) variabel ROA adalah sebesar 0,707. Karena nilai Sig. 0,707 > 
probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima. 
Artinya tidak ada pengaruh signifikan antara ROA (X2) terhadap Pengungkapan 
CSR (Y). 

3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah (X3) 
berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR (Y). Berdasarkan tabel output 
SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel peraturan 
pemerintah adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig. 0,000 < probabilitas 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya ada pengaruh 
signifikan antara DER (X3) terhadap CSR (Y). 

Pengaruh ukuran perusahaan (X1) terhadap Pengungkapan CSR (Y) 
Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi 

(Sig) variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 0,710. Karena nilai Sig. 0,710 > 
probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima. Ukuran 
perusahaan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) dapat disebabkan oleh beberapa faktor struktural maupun 
strategis yang mendasari perilaku pelaporan sosial perusahaan. Meskipun perusahaan 
besar umumnya diasumsikan memiliki sumber daya yang lebih besar dan tekanan 
publik yang lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitas CSR, pada kenyataannya, 
tidak semua perusahaan besar menjadikan pelaporan CSR sebagai prioritas strategis. 
Beberapa perusahaan besar mungkin menganggap CSR sebagai beban tambahan atau 
formalitas belaka, terutama jika orientasi utama mereka masih bersifat profit-driven 
dan belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam budaya 
organisasi. Di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah yang memiliki kepemimpinan 
progresif justru dapat menunjukkan komitmen CSR yang lebih tinggi meskipun 
skalanya terbatas, karena didorong oleh nilai, kedekatan sosial, atau tuntutan lokal. 

Selain itu, variabel ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total aset atau 
total penjualan belum tentu mencerminkan kompleksitas struktur organisasi atau 
kualitas tata kelola yang mendukung pelaporan CSR. Dalam beberapa kasus, 
pengungkapan CSR lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti tekanan pemangku 
kepentingan, regulasi yang mengikat, struktur kepemilikan, orientasi manajerial, atau 
tingkat kesadaran sosial perusahaan. Oleh karena itu, tidak signifikan-nya pengaruh 
ukuran perusahaan terhadap CSR dapat mencerminkan bahwa skala usaha bukanlah 
satu-satunya atau bahkan bukan faktor utama dalam mendorong keterbukaan 
informasi sosial dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian 
sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR lebih bersifat nilai dan 
kebijakan, bukan semata ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan secara finansial. 

Jika dikaji melalui perspektif teori stakeholder, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak selalu menentukan seberapa besar 
tekanan atau tuntutan yang diterima dari para pemangku kepentingan terhadap 
pelaporan CSR. Menurut teori ini, perusahaan melakukan pengungkapan CSR sebagai 
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bentuk respon terhadap ekspektasi dan tekanan dari berbagai pihak seperti investor, 
konsumen, pemerintah, LSM, dan masyarakat umum. Namun, dalam kenyataannya, 
tekanan tersebut tidak selalu berkorelasi langsung dengan ukuran perusahaan. 
Artinya, baik perusahaan besar maupun kecil bisa menghadapi tekanan stakeholder 
yang tinggi ataupun rendah, tergantung pada konteks industrinya, lokasi geografis, 
isu lingkungan yang relevan, dan kesadaran publik. Oleh karena itu, perusahaan besar 
tidak otomatis merasa perlu untuk lebih terbuka dalam pengungkapan CSR jika 
tekanan dari stakeholder mereka rendah atau tidak menuntut secara eksplisit. 

Sementara itu, dalam konteks teori legitimasi, pengungkapan CSR dianggap 
sebagai upaya perusahaan untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi sosial 
dari masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan akan cenderung 
mengungkapkan aktivitas CSR secara lebih aktif ketika merasa keberadaannya 
dipertanyakan atau ketika ingin memperbaiki citra di hadapan publik. Namun, jika 
perusahaan merasa posisinya sudah aman atau tidak menghadapi tantangan sosial 
yang signifikan, maka motivasi untuk mengungkapkan CSR bisa menjadi rendah, 
terlepas dari ukuran perusahaan. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa legitimasi sosial tidak semata-mata ditentukan oleh skala usaha, melainkan 
lebih kepada persepsi manajemen terhadap risiko legitimasi yang dihadapi dan 
strategi komunikasi yang dipilih untuk menjawabnya. 

Dengan demikian, baik teori stakeholder maupun teori legitimasi sama-sama 
memberikan penjelasan bahwa pengungkapan CSR lebih didorong oleh dinamika 
relasi sosial, persepsi risiko, dan tekanan eksternal, bukan semata oleh faktor internal 
seperti ukuran perusahaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa CSR bersifat 
strategis dan kontekstual, sehingga perlu dilihat dalam kerangka hubungan antara 
perusahaan dan lingkungannya, bukan hanya berdasarkan karakteristik kuantitatif 
perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan Afriani 
Fitra Fadilah, Nella Yantiana (2024) yang menjelaskan bahwa Dengan ukuran 
perusahaan yang besar semakin besar tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Oleh 
karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan dalam 
pemngungkapan CSR. 
Pengaruh ROA (X2) terhadap Pengungkapan CSR (Y) 

Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi 
(Sig) variabel ROA adalah sebesar 0,707. Karena nilai Sig. 0,707 > probabilitas 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diteriman. Artinya tidak ada 
pengaruh signifikan antara ROA (X2) terhadap CSR (Y). Profitabilitas yang diukur 
dengan Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa laba 
atau keuntungan perusahaan tidak selalu menjadi faktor penentu utama dalam 
keputusan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial. Secara teori, 
perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi seharusnya memiliki sumber 
daya lebih untuk mendukung kegiatan CSR dan melakukan pelaporan yang lebih 
komprehensif. Namun, dalam praktiknya, penggunaan laba sering kali lebih 
diprioritaskan untuk tujuan internal seperti ekspansi usaha, dividen, atau penguatan 
struktur modal, ketimbang untuk kepentingan pengungkapan sosial yang bersifat 
eksternal. 

Selain itu, keputusan untuk mengungkapkan CSR lebih banyak ditentukan oleh 
orientasi manajemen, tekanan stakeholder, serta persepsi terhadap kebutuhan 
membangun legitimasi sosial. Oleh karena itu, perusahaan yang profitnya tinggi 
belum tentu merasa perlu mengungkapkan CSR secara luas, jika tidak ada tekanan 
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signifikan dari regulator, konsumen, atau masyarakat. Sebaliknya, perusahaan dengan 
profitabilitas rendah mungkin justru aktif mengungkapkan CSR sebagai strategi untuk 
memperbaiki citra atau membangun kepercayaan pasar. 

Faktor lain yang mungkin memengaruhi adalah sifat dari indikator ROA itu 
sendiri, yang lebih menekankan efisiensi penggunaan aset daripada representasi 
langsung dari kinerja keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun ROA 
menunjukkan efisiensi manajerial, ia belum tentu mencerminkan adanya kelebihan 
sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan CSR. Dengan demikian, 
ketidaksignifikanan hubungan antara ROA dan pengungkapan CSR mengindikasikan 
bahwa CSR bukan hanya soal kemampuan keuangan, melainkan lebih kepada 
komitmen, strategi komunikasi, dan tuntutan eksternal yang dihadapi perusahaan. 
Temuan ini memperkuat pandangan bahwa motivasi pengungkapan CSR bersifat 
multidimensional dan tidak semata didorong oleh capaian laba atau rasio keuangan. 

Dari perspektif teori stakeholder, hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat 
profitabilitas perusahaan tidak serta-merta memengaruhi intensitas atau kualitas 
pengungkapan CSR karena pengungkapan tersebut lebih ditentukan oleh kekuatan 
dan tekanan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan. Artinya, sekalipun 
perusahaan memperoleh laba tinggi (ROA tinggi), jika para stakeholder—seperti 
investor, konsumen, regulator, dan masyarakat—tidak memberikan tuntutan atau 
perhatian besar terhadap isu sosial dan lingkungan, maka perusahaan tidak memiliki 
insentif kuat untuk mengungkapkan kegiatan CSR secara aktif. Sebaliknya, 
perusahaan dengan profitabilitas rendah pun bisa merasa terdorong untuk melakukan 
pengungkapan CSR secara strategis apabila mendapat tekanan atau ekspektasi tinggi 
dari pihak eksternal, misalnya untuk mempertahankan reputasi atau kepercayaan 
publik. 

Sementara itu, dari sudut pandang teori legitimasi, ketidaksignifikanan 
hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan CSR menunjukkan bahwa upaya 
perusahaan untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi sosial tidak selalu 
bergantung pada seberapa besar keuntungan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, CSR 
dipandang sebagai alat komunikasi atau simbolik yang digunakan perusahaan untuk 
menunjukkan bahwa operasional bisnis mereka sejalan dengan nilai-nilai dan norma 
sosial yang berlaku. Maka, jika perusahaan merasa posisinya dalam masyarakat sudah 
"aman" atau tidak sedang menghadapi ancaman terhadap legitimasi sosialnya, mereka 
cenderung tidak memprioritaskan pengungkapan CSR—terlepas dari tingkat 
profitabilitas yang dimiliki. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa 
pengungkapan CSR lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ekspektasi 
stakeholder dan kebutuhan legitimasi sosial, bukan semata-mata oleh kondisi internal 
keuangan seperti profitabilitas. Ini menggarisbawahi bahwa CSR adalah strategi 
komunikasi yang kontekstual dan bersifat politis, bukan hanya keputusan berbasis 
kekuatan finansial. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan 
Afriani Fitra Fadilah, Nella Yantiana (2024) dan Bella Utami Putri et al. (2022) yang 
menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi dapat menjadi motivasi untuk 
menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR. 
Pengaruh Peraturan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR 

Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi 
(Sig) variabel peraturan pemerintah adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig. 0,000 < 
probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya 
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ada pengaruh signifikan antara Peraturan Pemerintah (X3) terhadap pengungkapan 
CSR (Y). 

Peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) karena regulasi merupakan instrumen formal 
yang memaksa perusahaan untuk mematuhi standar tertentu dalam praktik bisnisnya, 
termasuk dalam aspek tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, misalnya, 
keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas pasal 74, yang mewajibkan perusahaan terutama yang bergerak di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan (TJSL), menjadi dasar hukum yang kuat bagi perusahaan untuk 
melakukan dan mengungkapkan aktivitas CSR mereka. Kewajiban ini diperkuat lagi 
oleh peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, yang 
secara eksplisit mengatur bahwa pelaksanaan CSR harus dimuat dalam laporan 
tahunan perusahaan. 

Ketika regulasi bersifat memaksa dan memiliki sanksi administratif atau 
reputasional, perusahaan cenderung meresponsnya dengan serius. Dalam hal ini, 
pengungkapan CSR bukan lagi pilihan etis atau strategi sukarela, melainkan bentuk 
kepatuhan hukum. Perusahaan akan terdorong untuk tidak hanya melaksanakan 
kegiatan CSR, tetapi juga melaporkannya secara transparan sebagai bukti bahwa 
mereka telah memenuhi kewajiban hukum. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, di 
mana pengungkapan CSR menjadi cara untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah 
beroperasi sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Lebih jauh, 
regulasi pemerintah juga berfungsi sebagai alat pembentuk standar pelaporan, yang 
mendorong konsistensi dan akuntabilitas dalam pengungkapan CSR antar perusahaan. 

Dengan demikian, signifikan-nya pengaruh peraturan pemerintah terhadap 
pengungkapan CSR mencerminkan peran negara sebagai pengatur dan pengawas 
perilaku korporasi demi memastikan keberlanjutan, etika bisnis, dan keadilan sosial. 
Perusahaan yang patuh terhadap regulasi tersebut umumnya memiliki pengungkapan 
CSR yang lebih baik karena adanya kepastian hukum dan keinginan untuk menjaga 
reputasi serta legitimasi di mata publik dan pemangku kepentingan. 

Dari sudut pandang teori stakeholder, temuan bahwa peraturan pemerintah 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR menegaskan bahwa pemerintah 
merupakan salah satu pemangku kepentingan utama (key stakeholders) yang memiliki 
kekuatan untuk memengaruhi perilaku perusahaan. Sebagai regulator, pemerintah 
tidak hanya menetapkan standar etika dan operasional, tetapi juga memiliki 
kekuasaan untuk mengenakan sanksi, mencabut izin, atau membatasi akses 
perusahaan terhadap sumber daya tertentu. Oleh karena itu, perusahaan cenderung 
mematuhi peraturan pemerintah karena ingin mempertahankan hubungan yang baik 
dengan stakeholder penting ini serta menghindari konsekuensi hukum atau reputasi. 
Dalam konteks ini, pengungkapan CSR bukan hanya bentuk komunikasi kepada 
publik secara umum, tetapi juga respon langsung terhadap tekanan regulatif dari 
stakeholder negara. 

Sementara itu, dalam kerangka teori legitimasi, regulasi pemerintah berperan 
sebagai instrumen normatif yang membentuk batasan antara praktik bisnis yang 
dianggap sah (legitimate) dan tidak sah oleh masyarakat. Ketika negara mengeluarkan 
kebijakan yang mewajibkan pelaksanaan dan pelaporan CSR—seperti melalui 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012—maka perusahaan 
yang patuh pada regulasi tersebut sedang berupaya menyesuaikan operasionalnya 
dengan sistem nilai dan harapan publik yang lebih luas. Dalam hal ini, pengungkapan 



Wulandari1, Supriyadi2, 2025  E-ISSN: 3047-812X0 

https://www.journal.muc-consultindo.com/index.php/jebizko Vol. 1 No. 02 (2025), hal: 94-113 

Biznesa Economica:  
Economic and Business Journal  109 

CSR menjadi sarana penting untuk mempertahankan legitimasi sosial di mata 
masyarakat, terutama di era di mana transparansi dan akuntabilitas semakin menjadi 
tuntutan. Perusahaan yang tidak mematuhi regulasi CSR akan berisiko kehilangan 
kepercayaan publik, menghadapi boikot konsumen, atau bahkan intervensi hukum, 
sehingga secara strategis mereka terdorong untuk melaporkan kegiatan CSR mereka 
secara eksplisit. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan bahwa regulasi pemerintah 
dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong praktik CSR yang lebih luas dan 
sistematis. Ini sekaligus mempertegas bahwa pengungkapan CSR bukan hanya soal 
etika atau kesukarelaan, tetapi juga merupakan respon strategis terhadap dinamika 
relasi kekuasaan antara perusahaan, negara, dan masyarakat. Hasil ini didukung oleh 
Penelitian Abdul Halil et al. (2022) menunjukkan bahwa regulasi pemerintah memiliki 
pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Regulasi memberikan 
kerangka kerja yang mendorong perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat 
sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar hukum. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang 
dapat ditentukan adalah: 
a) Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah ukuran perusahan (X1) berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan CSR (Y). Berdasarkan tabel output SPSS 
“Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel ukuran perusahaan 
adalah sebesar 0,373. Karena nilai Sig. 0,710 > probabilitas 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima. Artinya tidak ada pengaruh 
signifikan antara ukuran perusahaan (X1) terhadap CSR (Y). 

b) Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ROA (X2) berpengaruh positif terhadap 
CSR (Y). Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai 
Signifikansi (Sig) variabel ROA adalah sebesar 0,707. Karena nilai Sig. 0,707 > 
probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima. 
Artinya tidak ada pengaruh signifikan antara ROA (X2) terhadap Pengungkapan 
CSR (Y). 

c) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah (X3) 
berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR (Y). Berdasarkan tabel output 
SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel peraturan 
pemerintah adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig. 0,000 < probabilitas 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya ada pengaruh 
signifikan antara DER (X3) terhadap CSR (Y). 

d) Hipotesis keempat menunjukkan bahwa nilai Signifikansi (Sig) adalah sebesar 0,000 
> 0,05 pada uji F maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan 
kata lain Ukuran Perusahaan (X1), ROA (X2), dan Peraturan Pemerintah (X3) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan CSR (Y). 

 
 

SARAN 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian yang telah diuraikan diatas, 

maka saran yang dapat diberikan dalam peneitian ini adalah: 
a) Saran Terhadap Praktisi 
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Secara praktis, perusahaan perlu meningkatkan komitmen dalam 
pengungkapan CSR bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial yang melekat pada eksistensi bisnis. Mengingat regulasi 
pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, maka 
pemerintah dan regulator perlu memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi 
implementasi CSR, serta memperluas cakupan kewajiban pelaporan kepada seluruh 
sektor industri, tidak hanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, 
perlu ada sosialisasi dan pelatihan reguler bagi pelaku usaha untuk meningkatkan 
pemahaman atas regulasi CSR dan pentingnya keterbukaan informasi kepada 
publik. 

b) Saran terhadap Khasanah Teoritis 
Temuan ini menyarankan agar pengembangan teori-teori tentang 

pengungkapan CSR, khususnya teori stakeholder dan teori legitimasi, lebih 
menekankan pada konteks institusional dan regulatif, khususnya di negara 
berkembang seperti Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
mengembangkan model konseptual yang menggabungkan tekanan eksternal 
(regulasi, opini publik, tekanan LSM) dan karakteristik internal perusahaan secara 
lebih seimbang. Selain itu, model pengungkapan CSR sebaiknya tidak hanya 
berbasis pada ukuran dan profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan variabel 
seperti tata kelola perusahaan, budaya organisasi, dan orientasi keberlanjutan. 

c) Saran terhadap Akademis 
Secara akademis, penelitian ini memberikan ruang bagi para peneliti 

selanjutnya untuk melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan kualitatif atau 
mixed methods guna menggali motivasi manajerial dan konteks sosial-politik yang 
mendorong pengungkapan CSR. Disarankan juga untuk memperluas objek 
penelitian ke sektor industri lain dan memperpanjang rentang waktu observasi agar 
dapat menangkap dinamika dan tren CSR secara lebih komprehensif. Selain itu, 
pengembangan instrumen pengukuran CSR yang lebih rinci dan adaptif terhadap 
konteks lokal juga penting untuk mendukung validitas hasil penelitian-penelitian 
sejenis ke depan. 
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